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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT 

PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG 

OLEH 

RAHMAT ARIF MAULANA 

NIM.02270610888 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas 

pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

tahun 2021–2024 serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembayaran pajak tergolong sangat efektif. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak air permukaan ialah adanya 

peraturan daerah Provinsi Riau, komunikasi yang intensif antara pihak UPT dan 

wajib pajak, serta inovasi dalam metode pembayaran. Faktor-faktor tersebut 

mendorong kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses administrasi, 

sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi 

penerimaan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.  

Kata Kunci : Efektifitas, Pajak Air Permukaan 
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ABSTRACT 

Effectiveness of Surface Water Tax Payment at the UPT of The Bangkinang 

Revenue Management  

RAHMAT ARIF MAULANA 

NIM.02270610888 

 

This research aims to determine the effectiveness level of surface water tax 

payments at the Bangkinang Revenue Management Unit (UPT) from 2021 to 

2024, as well as the factors influencing taxpayer compliance. This study employs 

a descriptive method, with data collected through observation, interviews, and 

documentation. The research findings indicate that tax payments are classified as 

highly effective. Factors influencing compliance with surface water tax payments 

include the existence of regional regulations issued by Riau Province, intensive 

communication between the UPT and taxpayers, and innovations in payment 

methods. These factors promote taxpayer compliance and simplify administrative 

processes, thereby contributing to increased regional revenue through the 

optimization of surface water tax collection at the Bangkinang Revenue 

Management Unit. 

Keywords : Effectiveness, Surface Water Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan tidak lepas dari 

kebijakan ekonomi. Pemerintah Indonesia dituntut untuk memanfaatkan dan 

memaksimalkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta 

pembangunan ekonomi. Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan Negara. Untuk memenuhi kepentingan rakyat pemerintah 

membutuhkan dana, dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber 

daya yang dimiliki negara, baik berupa kekayaan alam maupun dari penerimaan 

negara. Penerimaan negara sendiri terbagi menjadi penerimaan dalam negeri dan 

penerimaan luar negeri, dan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam 

negeri yang terbesar. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan defenisi menurut 

Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-

undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

pasal 1 ayat 1 (Mardiasmo, 2023) 

Berdasarkan badan yang dilihat pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 

pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh 
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pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Pajak Daerah merupakan pajak yang 

dikelola pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) di dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah 

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah di atur dalam 

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dan PP No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dalam rangka mendukung 

kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut 

pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur keuangan daerah, salah satunya 

melalui penerimaan daerah, yakni pemungutan pajak daerah. 

Pajak daerah sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah 

dalam pembangunan suatu daerah yang dikarenakan pajak daerah merupakan 

pendapatan asli daerah (PAD). PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan 

suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah 

mampu melaksanakan otonomi daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu 

Pajak Air Permukaan. 

Pajak daerah terbagi atas provinsi dan kabupaten/kota dan berdasarkan UU 

No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah 
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provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP). 

Salah satu penerimaan pajak daerah adalah Pajak Air Permukaan (PAP). 

Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan 

dan Pajak Air Bawah Tanah, di mana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai 

pajak provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi pajak 

kabupaten/kota. 

Pajak air permukaan merupakan pajak yang objek pajaknya adalah 

pengambilan dan pemanfaatn air permukaan. Tidak termasuk dari pengenaan 

pajak ini adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan 

dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, dengan tetap 

memerhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang undangan. Selain 

itu juga pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah orang pribadi atau 

badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. 

Pajak air permukaan dan jenis pajak daerah lainnya diatur oleh pemerintah 

daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda dalam 

menjalankan tugas pengoperasian pajak daerah harus mempunyai sistem 

pengendalian internal yang mampu menjaga aktivitas terlaksana dengan benar. 
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Badan Pendapatan Daerah bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan 

daerah terkait pendapatan daerah; merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, 

pengoordinasian pendapatan daerah, menyelenggarakan urusan pajak dan retribusi 

daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 

Pemungutan pajak air permukaan dilaksanakan pada kantor sistem administrasi 

manunggal satu atap (SAMSAT) oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah 

langsung, yang pemungutannya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bangkinang atau 

yang lebih dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada 

Masyarakat dalam proses pengurusan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Air Permukaan. Peningkatan pendapatan daerah merujuk pada Upaya dan 

strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Upaya dan 

strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah 

pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber yang sah. Tujuan utama dari 

peningkatan pendapatan daerah adalah untuk memperkuat kapasitas keuangan 

daerah sehingga dapat mendanai Pembangunan dan pelayanan public secara lebih 

efektif. 

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang Tahun 2022 Sampai Tahun 2024 

No Tahun  
Target 

(RP) 

Realisasi 

(RP) 

1. 2021 Rp.498.436.188 Rp.4.151.227.822 

2. 2022 Rp.2.682.791.908  Rp.2.751.036.940 

3. 2023 Rp.3.240.777.939 Rp.3.220.701.937 

4. 2024 Rp.3.128.860.954 Rp.4.108.195.716 

 Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2025 
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Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa jumlah target dan realisasi 

pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dari tahun 2021 

sampai dengan tahun 2024 menunjukkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan 

adalah Rp. 498.436.188 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp.4.151.227.822 

yang  mencapai dari jumlah target yang ditetapkan atau dapat di tunjukkan dengan 

persentase, pada tahun 2022 target yang ditetapkan adalah Rp.2.682.791.908 

dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp.2.751.036.940 yang  mencapai dari 

jumlah target yang ditetapkan atau dapat di tunjukkan dengan persentase, pada 

tahun 2023 target yang ditetapkan adalah Rp.3.240.777.939 dengan realisasi 

penerimaan sebesar Rp.3.220.701.937 mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya namun belum mencapai dari jumlah target yang ditetapkan atau dapat 

di tunjukkan dengan persentase, sedangkan pada tahun 2024 mengalami 

peningkatan target yang ditetapkan sebesar Rp.3.128.860.954 dengan peningkatan 

realisasi penerimaan yang melebihi target sebesar Rp.4.108.195.716 atau dapat 

ditunjukkan dengan persentase,Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada 

pajak air permukaan terjadi peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. 

Dalam mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu 

menghimpun sumber dana untuk membiayai kegiatan dan pembangunan di daerah 

salah satu nya melalui pajak daerah, pajak daerah yang nantinya telah dipungut 

dikumpukkan kemudian dialokasikan dan didistribusikan untuk pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat setempat.Untuk pelaksanaan pemungutan dan retribusi 

daerah, kesalahan masih ditemukan pada kesadaran wajib pajak yang masih 

rendah, sehingga membutuhkan partisipasi dan upaya dalam pemungutan pajak. 
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Tabel 1.2 Daftar Perusahaan Atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di 

UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

No. 
Nama Perusahaan 

/Wajib Pajak 

Alamat  

Perusahaan 

Jenis  

Olahan 

1 PT. Adimulia Agro Lestari 
Desa Gunung Mulia  Kec. Gunung 

Sahilan 
PKS 

2 PT. Arindo Trisejahtera Desa Petapahan Kec. Tapung PKS 

3 PT. Ciliandra Perkasa Desa Siabu Kec. Salo PKS 

4 PT. Johan Sentosa  Desa Seijernih Kec. Bangkinang Barat PKS 

5 PT. Multi Agro Sentosa 
Desa Danau Lancang Kec. Tapung 

Hulu 
PKS 

6 PT. Padasa Enam Utama 
Desa Siberuang Kec. Koto Kampar 

Hulu 
PKS 

7 PT. Pdam Tirta Kampar Jln. Sudirman Bangkinang PDAM 

8 PT. Rapp (Estate Teso Timur) 
Desa Gunung Sari Kec. Gunung 

Sahilan 
Kebun 

9 
PT. Riau Kampar Sahabat 

Sejati 
Desa Sukaramai Kec. Tapung PKS 

10 PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu PKS 

11 PT. Subur Arum Makmur 
Desa Danau Lancang Kec. Tapung 

Hulu 
PKS 

12 PT. Tasma Puja  Desa Kampar Kec. Kampar PKS 

13 PT. Tunggal Yunus Estate  Desa Petapahan Kec. Tapung PKS 

14 PT. Air Kampar Desa Pulau Birandang Kec. Kampa PKS 

15 PT. Mitra Bumi 
Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang 

Seberang 
PKS 

16 
PT. Pln Persero Plta Koto 

Panjang  
Jln. Tanjung Datuk No. 74 Pekanbaru PLTA 

 Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2025 

Berdasarkan Tabel 1.2 UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang memiliki 

16 perusahaan yang menjadi wajib pajak air permukaan Yaitu PT. Adimulia Agro 

Lestari dengan jenis olahan PKS ( Pabrik Kelapa Sawit ), PT. Arindo Trisejahtera 

dengan jenis olahan PKS, PT. Ciliandra Perkasa dengan jenis olahan PKS, PT. 

Johan Sentosa dengan jenis olahan PKS, PT. Multi Agro Sentosa dengan jenis 

olahan PKS, PT. Padasa Enam Utama dengan jenis olahan PKS, PT. Pdam Tirta 

Kampar dengan jenis olahan PDAM, PT. Rapp (Estate Teso Timur) dengan jenis 

olahan Kebun, PT. Riau Kampar Sahabat Sejati dengan jenis olahan PKS. 

Sedangkan PT. Sewangi Sejati Luhur dengan jenis olahan PKS, PT. Subur 

Arum Makmur dengan jenis olahan PKS, PT. Tasma Puja dengan jenis olahan 
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PKS, PT. Tunggal Yunus Estate dengan jenis olahan PKS, PT. Air Kampar dengan 

jenis olahan PKS, PT. Mitra Bumi dengan jenis olahan PKS, PT. Pln Persero Plta 

Koto Panjang dengan jenis olahan PLTA. 

Tabel 1.3 Target Dan Realisasi Seluruh Pajak Di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang Tahun 2024 

No. 
Jenis  

Pajak 

Target 

(RP) 

Realisasi 

(RP) 

Presentase 

(%) 

1 
Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) 
Rp.52.259.498.170 Rp.48.099.009.334 92,04% 

2 

Bea Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) 

Rp.24.115.630.198 Rp.24.730.500.273 102,55% 

3 
Pajak Air 

Permukaan (PAP) 
Rp.3.128.860.954 Rp.4.108.195.716 131,30% 

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2025 

Berdasarkan Tabel 1.3 diperoleh informasi bahwa jumlah target dan realisasi 

seluruh pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dari tahun 2024 

menunjukkan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) target yang ditetapkan 

adalah Rp. 52.259.498.170 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 

48.099.009.334 yang belum mencapai dari jumlah target yang ditetapkan atau 

dapat di tunjukkan dengan persentase. Pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) target yang ditetapkan adalah adalah Rp. 24.115.630.198 dengan 

realisasi penerimaan sebesar Rp. 24.730.500.273 mencapai target yang ditetapkan 

atau dapat ditunjukkan dengan persentase. 

Pada Pajak Air Permukaan (PAP) target yang ditetapkan sebesar Rp. 

3.128.860.954 dengan realisasi penerimaan yang melebihi target sebesar Rp. 

4.108.195.716 atau dapat ditunjukkan dengan persentase, maka dapat disimpulkan 

bahwa realisasi seluruh pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Pajak 
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Kendaraan Bermotor (PKB) tidak mencapai target yang ditetapkan,dan dua pajak 

lainnya yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air 

Permukaan (PAP) mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. 

Tinjauan literatur penelitian ini juga dilakukan oleh Waani (2016) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air 

Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  Provinsi Sulawesi 

Utara” mengkaji efektitifitas pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2011-2015, dia menyatakan 

bahwa efektifitas pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi 

Sulawesi Utara sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan, wajib pajak yang 

terdaftar melaporkan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang, masih melakukan penundaan pembayaran atas pengenaan kewajiban 

perpajakan nya tersebut yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh 

wajib pajak atau di sebabkan beberapa faktor lainnya. Fenomena yang melatar 

belakangi penelitian ini adalah krisis air dan keterbatasan sumber daya air, 

keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial/ekonomi, peningkatan pendapatan 

daerah, perlindungan ekosistem, tekanan internasional kebijakan global, dan 

kebutuhan akan kebijakan yang efektif/efisien. 

Studi kasus difokuskan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

sebagai representasi peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber 

pendapatan ini. Bangkinang sebagai pusat ekonomi dan aktivitas industri di Riau, 
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menawarkan studi yang relevan terkait peningkatan dalam proses pembayaran 

pajak air permukaan. Pengumpulan data melibatkan pemahaman mendalam 

tentang perilaku konsumen air, kebijakan pajak yang berlaku, dan tantangan 

administratif yang mungkin dihadapi oleh UPT. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Pembayaran Pajak air Permukaan Di 

UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada latar belakang maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah :  

1.  Bagaimana tingkat  efektifitas pembayaran pajak air permukaan di UPT 

Pengelolaan  Pendapatan Bangkinang?  

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap 

pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas pembayaran pajak air 

permukaan di UPT Pendapatan Bangkinang. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak terhadap pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 
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Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu 

pengetahuan baik yang bersifat teoretis maupun praktis tentang peningkatan 

pendapat daerah melalui efektivitas pembayaran pajak air permukaan di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. 

1.4.2 Bagi Instansi 

Sebagai bahan masukan berupa informasi dan sumbangan pemikiran dalam 

rangka mengupayakan peningkatan mutu dalam Pembayaran Pajak Air 

Permukaan. 

1.4.3 Bagi Kampus 

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menambah informasi 

pembelajaran bagi mahasiswa program studi D3 Administrasi perpajakan 

selanjutnya mengenai peningkatan pendapatan daerah melalui efektivitas 

pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. 

1.5 Metode Penelitian  

1.5.1 Lokasi Penelitian  

Tugas akhir ini mengambil objek penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang yang beralamat di Jl. Letnan Boyak No.74, Langgini, Bangkinang, 

Kabupaten Kamper, Riau 28784.  

1.5.2 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai selesai. 

1.5.3 Jenis Data  

1. Data Primer  
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Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh perorangan atau suatu 

organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi 

yang bersangkutan yang dapat berupa observasi. Dalam hal ini penulis 

memperoleh informasi melalui hasil penelitian di lapangan dan melakukan 

wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan (Sugiyono, 

2008:137). 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan data 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain, 

biasanya sumber berupa data dokumentasi atau berupa arsip-arsip resmi secara 

tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip yang tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2008:137). 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian (Mayang sari lubis, 2018:31)  

2. Wawancara  

Wawancara adalah Suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila 

ingin megetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah 

responden sedikit (Sudaryono,2016:82).  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film documenter, dan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

bisa berbentuk gambar,misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain lain 

(Sudaryono,2016:90). 

1.5.5 Analisis Data 

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh 

dengan menggunakan metode  Deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah ada 

dengan teori yang mendukung. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan laporan ini penulis membagi dalam 4 bab, dan masing-

masing bab dibagi dengan sub bab sebagai berikut : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi, 

waktu, jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II:  GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Sejarah UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang beserta visi misi, struktur organisasi, serta 

tugas dan fungsi kepegawaian di perusahaan. 

BAB III:  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
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  Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang mendukung 

penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang 

dilakukan berkaitan dengan judul penelitian. 

BAB IV:  PENUTUP 

  Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan 

kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Sejarah Singkat Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  

SAMSAT (Sitstem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah kantor yang 

umumnya bergerak dibidang system pelayanan perpajakan kendaraan bermotor 

dan mutasi kendaraan bermotor dari daerah suatau kedaerah lainnya. Dimana 

setiap masyarakat harus wajib membayar pajak kendaraan bermotor mereka setiap 

tahunnya dan selama 5 tahun mereka harus wajib ganti STNK (Surat Tanda 

Kendaraan Bermotor). 

Samsat adalah kantor  bersama  3 instansi. Sederhananya, samsat adalah 

suatu sistem yang kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan 

Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan 

STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Pengurusan surat-surat 

kendaraan itu dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ).   Dari 

ketiga instansi tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam terbitnya surat-

surat kendaraan di Indonesia. Berikut fungsi masing-masing dari ketiga lembaga 

tersebut: 

1. Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab pada 

lingkup pelunasan PKB atau pajak kendaraan bermotor tahunan atau 

lima tahunan dan rincian lainnya. 

2. PT jasa raharja sebagai pengelola atas pembayaran SWDKLLJ atau 
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Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang kamu 

bayarkan bersamaan dengan PKB. 

3. Ditlantas polda atau Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah yang 

bertanggung jawab pada operasi unit Regident Ranmor atau Unit 

Registrasi        dan  Identifikasi Kendaraan Bermotor. 

 

Kantor UPT Pendapatan Bangkinang Bapenda Provinsi Riau pada awalnya 

dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. KPTs. 29 

Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan 

Pasal 49 ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan di 

Daerah melalui Perda No.5 Tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di 

dasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 diubah menjadi Badan Pendapatan daerah 

Provinsi Riau. 

Berdasarkan amanat PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja Provinsi 

Riau (SOTK) diantaranya Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau mempunyai 

kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar 

asas otonomi daerah dan tugas pembantu Bidang Pendapatan serta dapat 

ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang di perintahkan oleh 

pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka 

dekonsentrasi. 
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2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

2.2.1 Visi 

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang ramah, 

profesional dan inovatif. 

2.2.2 Misi  

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui insentifikasi dan ekstenfikasi. 

2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi. 

3. Meningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah. 

4. Meningkatkan produktifitas Kerja Pegawai. 

2.3 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

Pada peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 pasal (4) 

menyebutkan susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan di Provinsi Riau, 

salah satunya susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang terdiri 

atas : 

1. Kepala UPT 

2. Subbagian Tata Usaha 

3. Seksi Penerimaan 

4. Seksi Penagihan dan 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pada peraturan Gubernur Riau pasal (1) UPT dibedakan dalam 2 (dua) 

klasifikasi, yaitu:  

a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar  

b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja kecil  
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Pada pasal (2) tersebut juga di jelaskan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang, kelas A. UPT pengelolaan pendapatan Daerah kelas A mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah kelas A di bidang pekerjaan umum. 

 

Gambar 2. 1 

Struktur Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2025 

2.4 Uraian Tugas Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Bangkinang adalah sebagai berikut: 

1. Kepala UPT 

Pimpinan serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua 

bagian atau bidang memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan 

Kepala UPT 

Seksi 
Penerimaan

Kelompok
Jabatan 

Fungsional

Seksi 
Pengeluaran

Subbagian Tata 
Usaha
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serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama dan 

efesien dalam team dan tercapainya tujuan kerja. 

a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Penelolaan 

Pendapatan Bangkinang. 

b. Menyelenggarakan koordinasi memimpin pembinaan, dan pengendalian 

pelaksanan tugas pokok dan fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang. 

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan 

pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi 

Daerah. 

d. Menyelenggarakan kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

dan retribusi daerah. 

e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan teknis operasional. 

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja 

terkait. 

g. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

2. Subbagian Tata Usaha 

a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang dan Sub Bagian Tata Usaha. 

b. Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang. 
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c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 

e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi Daerah. 

f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan. 

g. Melaksanakan pengelolaan tata usaha naskah dinas dan kearsipan. 

h. Melaksanakan penyususnan bahan telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijkan. 

i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait. 

j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Penelolaan 

Pendapatan Bangkinang dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha. 

k. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

3. Seksi Penerimaan 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 

penerimaan.  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan   dilingkungan Seksi penerimaan.  

c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan pengunaan pendapatan. 

d. Melakukan pengelolaan dan pemelihaaan pendapatan.  

e. Melakukan pengadaa dan pengembangan pendapatan.  

f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.  

g. Melakukan pemantauan, evaulasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada seksi penerimaan. 
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h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4. Seksi Penagihan 

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan.  

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan Seksi Penagihan. 

c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan. 

d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan. 

e. Melakukan penggandaan dan pengembangan pendapatan.  

f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan. 

g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Seksi Penagihan.  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesua tugas dan 

fungsinya.  

 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinag 

bertugas melaksanakan tugas khusus sesuai keahliannya, dalam bidang 

pelayanan pajak dan retribusi daerah. 

2.5 Aktifitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

Sebagaimana yang diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

merupakan wewenang yang bertujuan menerbitkan dan mengesahkan segala 
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surat-surat yang berhubungan dengan segala jenis kendaraan terutama kendaraan 

yang merupakan transportasi darat. Adapun jenis tugas lain sebagai aktifitas 

pelayanan dari struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut : 

1. STNK  

Yang akan menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) berdasarkan 

identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan.  

2. Reg STNK  

Bagian yang meregistrasi buku kendaraan bermotor.  

3. Baur STNK  

Ini merupakan bintaran urusan STNK.  

4. BPKB 

Bagian BPKB ini yang akan menerbitkan atau mengeluarkan buku 

kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bukti yang sah kepemilikan 

kendaraan bermotor.  

5. Kasat  

Merupakan kepala satuan lalu lintas polres Riau. Kasat ini memiliki 

6. Putor TNKB 

Adalah petugas samsat yang bertanggung jawab tentang pembuatan TNKB 

(Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). 

7. Baur Cek Fisik 
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Cek fisik kendaraan bermotor merupakan bagian utama penerbitan BPKB 

(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor 

Kendaraan). 

8. Baur Mutasi 

Merupakan bagian yang sama dengan bagian cek fisik. Kendaraan bermotor 

dan surat tanda nomor kendaraan merupakan identitas pertama pada 

kendaraan bermotor yang sudah dikeluarkandari dealer yang memenuhi 

sehingga baru dapat didaftarkan penerbitan BPKB dan STNK. 

9. Pendaftaran  

Bagian pendaftaran ini memiliki tugas dan fungsi melakukan atau mengurus 

masyarakat yang akan melakukan melakukan transaksi awal dengan 

mengisis suatu formulir yang bertujuan untuk pengenalan diri ke suatu 

instansi.  

10. File  

Salah satu bagian yang penting karena bagian ini adalah bagian kearsipan 

segala macam surat-surat penting yang telah diterbitkan agar tidak hilang.  

11. Reg Ranmor 

Bagian yang akan meregistrasi buku kendaraan bermotor.  

12. Buku Induk 

Bagian pencatatan buku kendaraan bermotor. 
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13. Perpanjangan 

Bagian yang mengurus apabila masa berlaku kendaraan STNK telah habis 

dalam jangka waktu lima tahun maka dilakukan pergantian atau 

perpanjangan STNK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan tentang Peningkatan Pendapatan Daerah 

Melalui Efektivitas Pembayaran Pajak Air Permukaann Di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang sebagai berikut : 

1. Tingkat efektivitas pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang pada periode 2021 hingga 2024 berada pada 

kategori sangat efektif. Hal ini ditunjukkan oleh capaian realisasi pajak 

yang mendekati atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap 

tahunnya.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap 

pembayaran pajak air permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang yaitu pembayaran pajak air permukaan telah di atur dalam 

peraturan daerah dan peraturan Gubernur, pihak UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang intens melakukan komunikasi dengan Perusahaan 

wajib pajak, pembayaran pajak air permukaan sudah melakukan inovasi 

pembayaran non tunai, dan kesadaran Wajib Pajak Air Permukaan yang 

tinggi untuk membayar pajak yang terhutang. 
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4.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran yang 

telah berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagi penulis selamjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana  

Efektivitas Pembayaran Pajak Air Permukaann Di UPT. Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang supaya lebih meningkat pembayaran pajak air 

permukaan tiap tahunnya. 

2. UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  sudah berusaha melakukan 

berbagai cara untuk menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak air 

permukaan, akan tetapi sebaiknya UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang mencari cara lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah 

tersebut atau dengan cara mencari inovasi baru untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 
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